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PRAKATA 
 

Dengan rasa syukur yang mendalam, kami mempersembahkan buku ini 

sebagai wujud dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini lahir dari 

keinginan mendalam untuk menjembatani kesenjangan informasi antara hukum dan 

masyarakat, khususnya dalam menghadapi isu-isu hukum yang sering menjadi 

pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat, seperti masalah narkotika, 

kekerasan seksual, hukum pidana, serta perlindungan anak. Kami menyadari bahwa 

hukum tidak selalu mudah diakses atau dipahami oleh masyarakat luas. Terdapat 

banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai bagaimana hukum 

dijalankan, ditegakkan, serta bagaimana masyarakat dapat mengakses keadilan 

dengan cara yang tepat. Buku ini dirancang sebagai jembatan pengetahuan, 

memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan terpercaya terkait berbagai 

masalah hukum yang sering kali menjadi sorotan. 

Isu perlindungan konsumen, sebagai salah satu topik utama, dibahas dengan 

mendalam untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum mengatur 

mengenai perlindungan konsumen. Kami juga menyentuh masalah waris yang 

akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, dengan harapan memberikan pencerahan 

dan juga solusi terhadap masalah tersebut. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi 

berbagai aspek hukum mengenai perjanjian, termasuk bagaimana perjanjian di atur 

dalam tataran regulasi, proses pembuka dan perlindungan hukum juga menjadi 

salah satu isu yang sangat penting dan mendapat tempat khusus dalam buku ini. 

Kami berupaya memberikan wawasan tentang bagaimana hukum melindungi 

pemegang hak dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mengawal 

perlindungan tersebut. 

Kami berharap, melalui buku ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan 

yang berguna dan praktis dalam menghadapi berbagai isu hukum. Kami juga 

berharap buku ini dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk meningkatkan 

kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum di 

Indonesia. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan 

kontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi panduan yang berharga dalam 

memahami hukum dan keadilan. 

Bandung, Januari 2024 

Tim Penulis 
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BAGIAN 1 

WARIS 

1. Apa yang dimaksud Hukum Waris? 

Hukum waris adalah cabang hukum yang mengatur tentang bagaimana harta 

atau aset seseorang dibagi setelah mereka meninggal. Hukum ini mencakup 

berbagai aspek, termasuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan (ahli 

waris), bagaimana warisan dibagi, dan prosedur yang harus diikuti untuk 

memastikan pembagian tersebut legal dan adil. Di Indonesia, hukum waris diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pada 

Buku III tentang Perikatan, yang mencakup bab tentang Pewarisan (Pasal 830-

1130). Hukum waris ini tidak hanya mencakup ketentuan tentang pembagian harta 

warisan tetapi juga tentang cara membuat wasiat, proses eksekusi wasiat, dan 

bagaimana mengelola harta seseorang yang telah meninggal [1] 

Selain itu, hukum waris juga bisa dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum 

agama yang berlaku bagi seseorang, terutama dalam konteks masyarakat yang 

menganut hukum waris Islam, yang memiliki aturan tersendiri berdasarkan Syariat 

Islam. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian warisan di Indonesia bisa 

sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, 

hukum adat, dan keyakinan agama.[2] 

2. Apa yang dimaksud Hukum Waris Adat? 

Hukum waris adat adalah hukum lokal yang terdapat di suatu daerah ataupun 

suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat 

daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh 

susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda [3]. Hukum waris adat tetap 

dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat 

tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hukum 

waris adat dikenal beberapa macam sistem pewaris, yaitu: 

a. Sistem keturunan: pewaris berasal dari keturunan bapak atau ibu ataupun 

keduanya. 
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BAGIAN 2 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

1. Apa Itu Perlindungan Konsumen?  

Perlindungan konsumen adalah upaya hukum dan administratif untuk 

memastikan hak-hak konsumen terpenuhi dan melindungi mereka dari praktik 

bisnis yang tidak adil atau berbahaya. Ini termasuk hak untuk mendapatkan 

informasi yang benar dan jujur tentang produk, hak untuk mendapatkan produk 

yang aman, serta akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang adil [1]. 

Menurut Philip Kotler, seorang pakar pemasaran ternama, memiliki pandangan 

khusus mengenai perlindungan konsumen yang terintegrasi dalam prinsip-prinsip 

pemasaran. Bagi Kotler, perlindungan konsumen tidak hanya tentang menghindari 

kerugian atau bahaya kepada konsumen, tetapi juga tentang menciptakan nilai dan 

kepuasan yang lebih besar bagi mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dari 

pandangan Kotler tentang perlindungan konsumen: 

a. Pemasaran Berorientasi Konsumen  

Kotler menekankan pada pendekatan pemasaran yang berfokus pada 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam konteks perlindungan konsumen, 

ini berarti memahami dan menghormati apa yang diinginkan konsumen, bukan 

hanya menjual produk atau jasa. 

b. Etika dan Tanggung Jawab Sosial 

Kotler berpendapat bahwa perusahaan harus bertindak etis dalam semua aspek 

bisnisnya. Ini termasuk menjual produk yang aman, tidak menyesatkan 

konsumen dengan informasi yang tidak benar atau iklan yang mengecoh, dan 

bertanggung jawab atas dampak produk atau layanannya terhadap konsumen 

dan masyarakat secara luas. 
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BAGIAN 3 

PERJANJIAN 

 

1. Apa yang dimaksud Perjanjian? 

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat 

secara hukum. Dalam perjanjian, setiap pihak sepakat untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu hal. Perjanjian ini dapat berbentuk tertulis atau lisan dan 

biasanya melibatkan pertukaran barang, jasa, uang, atau janji [1]. Menurut Pasal 

1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adapun 

pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut:  

Menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana 

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan suatu hal. Menurut R Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah 

suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak 

berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan 

pihak lain menuntut pelaksanaannya [2].  

Perjanjian (verbintenis) mengandung pengertian suatu hubungan hukum 

kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak 

untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 

menunaikan prestasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan 

pengertian tentang perjanjian adalah “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat 

oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut 

didalam persetujuan” [3]. 
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